SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 6

peraturan Daerah Provinsi sulawesi barat nomor 3 Tahun
2014 tentang perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah provinsi sulawesi barat tahun anggaran
2014 , Gubernur menetapkan Peraturan tentang
penjabaran perubahan anggaran pendapatann dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksana
APBD ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan
Gubernur tentang penjabaran  perubahan anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah provinsi sulawesi barat
Tahun Anggaran 2014;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih DAN Bebas dari
korupsi, kulusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 3851)

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

perencanaan pembangunan Nasional Indonesia
(lembaran Negara repoblik Indonesia Tahun 2004 nomor
104, Tabahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);



6.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pembentukan provinsi Sulawesi Barat ( lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844));

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Repubublik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturana Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangf
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunana dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah beberapa Kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri DSalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) Sebagaimana Telah Diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2013



Menetapkan

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);

25. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

26. Peraturan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawersi
Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2014 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN
ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
Sulawesi Barat Tahun Amggaran 2014 adalah sebagai berikut :

1. PENDAPATAN
a. Semula
b. Bertambah

Rp. 1,226,172,804,679.25
Rp. 5,239,117,000.00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1,231,411,921,679,25

2. BELANJA
a. Semula

Rp. 1,305,240,053,783.04

b. Bertambah Rp. 53,340,566,533.52
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1,358,580,620,316.56
Defisit Setelah Perubahan Rp. -127,168,698,637.31

3. PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan
a. Semula Rp. 81,067,249,103.79
b. Betambah Rp. 48,101,449,533.52
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 129,168,698,637.31
Pengeluaran
a. Semula Rp. 2,000,000,000.00
b. Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 2,000,000,000.00
Pembiayaan Neto Rp. 127,168,698,637.31
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0.00



Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut pada lampiran Peraturan

Pasal 3

Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 24 September 2014

GUBERNUR SULAWESI BARAT,
ttd
H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 24 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. NUR ALAM TAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRQ|HUKUM,

Drs. DOMINGGUS S, SH, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. : 19610115 198703 1 011



